
- 1 - 
 

  
 
 

 
BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI BANDUNG 

 
 

NOMOR 237 TAHUN 2025 
 
 

TENTANG 

RENCANA KERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT 
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI BANDUNG, 
 
Menimbang 
 

: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja  
Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun 
2026; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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  3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 7040); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1114); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2014 Nomor 4); 

  9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2025 Nomor 146); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA 

KERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN 
BANDUNG TAHUN 2026. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
 

Pasal 1 
  Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut 
Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang 
memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bandung. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang  

selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat 
sebagai Perangkat Daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah.  

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah program 
prioritas dan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap 
program dan kegiatan sebagai acuan dalam 
penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat 
Daerah.  

9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut 
Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan 
Dayeuhkolot untuk periode 5 (lima) tahun. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 
1 (satu) tahun. 

11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja 
adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 
(satu) tahunan. 
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12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya 
disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi program, kegiatan dan 
sub kegiatan pada Kecamatan Dayeuhkolot, serta 
pagu anggaran sementara yang didasarkan atas 
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.  

 
 

  Pasal 2 
Renja adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Kecamatan Dayeuhkolot untuk periode 1 (satu) tahun 
berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 
2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra 
Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025-2029.  

   
 

Pasal 3 
(1) Renja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari 

rancangan Renstra Kecamatan Dayeuhkolot 
Tahun 2025-2029 yang akan digunakan 
Kecamatan Dayeuhkolot untuk melaksanakan 
rencana kerja Kecamatan Dayeuhkolot;  

(2) Renja Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2026 
sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk: 
a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, serta 
evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana 
kerja Kecamatan Dayeuhkolot tahun lalu dan 
capaian kinerja pelayanan Kecamatan 
Dayeuhkolot; 

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan 
sinergisitas antara Renja Kecamatan 
Dayeuhkolot dengan dokumen RKPD dan 
Renstra Kecamatan Dayeuhkolot; 

c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program 
dan penganggaran dengan memperhatikan 
kerangka regulasi dan kerangka anggaran 
Kecamatan Dayeuhkolot yang telah ditetapkan 
pagu dan indikatifnya; dan 

d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara 
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.  
 
 

Pasal 4 
(1) Renja Kecamatan Dayeuhkolot digunakan sebagai 

salah satu dasar penyusunan RKA.  
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(2) Renja Kecamatan Dayeuhkolot selanjutnya 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati Bandung yang mengatur 
mengenai Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 
2025-2029. 

 
 

BAB II 
DOKUMEN RENJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT 

 
 

Pasal 5 
(1) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan 

Dayeuhkolot Tahun 2026 disusun dengan 
sistemika : 
a. bab I latar belakang dan dasar hukum; 
b. bab II hasil evaluasi Renja Kecamatan 

Dayeuhkolot tahun lalu; 
c. bab III tujuan dan sasaran; 
d. bab IV rencana kerja dan pendanaan 

perangkat daerah; 
e. bab V penutup; dan 
f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan 

berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah. 

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan 
Dayeuhkolot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

  BAB III 
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA 

KECAMATAN DAYEUHKOLOT 
 
 

Pasal 6 
Kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Dayeuhkolot 
menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja 
Kecamatan Dayeuhkolot meliputi: 
a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu 

indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab 
Kecamatan Dayeuhkolot sesuai dengan tugas dan 
fungsi Kecamatan Dayeuhkolot; 

b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah 
menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah 
disepakati bersama DPRD; 
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c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif 
sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi 
dengan berita acara atau risalah rapat antara 
Kecamatan Dayeuhkolot dengan DPRD; dan 

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif 
sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan 
pada saat penyusunan perubahan Renja Kecamatan 
Dayeuhkolot. 

 
 

Pasal 7  
(1) Kecamatan Dayeuhkolot membuat laporan 

realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas 
pelaksanaan Renja Kecamatan Dayeuhkolot.  

(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja 
Kecamatan Dayeuhkolot disampaikan kepada 
Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi perencanaan pembangunan, 
penelitian dan pengembangan Daerah.  

(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 
bahan masukan dan pertimbangan untuk 
penyusunan tahun berikutnya dan/atau 
perubahan Renja Kecamatan Dayeuhkolot tahun 
berjalan.  

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan secara elektronik. 

(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi 
kendala atau permasalahan teknis maka dapat 
disampaikan secara manual. 

 
 

BAB IV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 
 

Pasal 8 
(1) Camat Dayeuhkolot melakukan pengendalian dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan 
Dayeuhkolot dan evaluasi hasil Renja Kecamatan 
Dayeuhkolot sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan dilaporkan kepada 
Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi perencanaan pembangunan, 
penelitian dan pengembangan Daerah. 
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(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan 
pembangunan, penelitian dan pengembangan 
Daerah melakukan verifikasi atas hasil 
pengendalian dan evaluasi yang dilakukan 
Kecamatan Dayeuhkolot terhadap pelaksanaan 
dan hasil Kecamatan Dayeuhkolot.  

(3) Camat Dayeuhkolot menindaklanjuti hasil 
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan 
Renja Kecamatan Dayeuhkolot. 

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan 
Dayeuhkolot dilakukan pada saat penyusunan 
RKA PD. 

 
 

BAB V 
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT 

 
 

Pasal 9 
(1) Renja Kecamatan Dayeuhkolot dapat diubah 

apabila : 
a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi 

tidak sesuai dengan perkembangan keadaan 
atau penyesuaian terhadap kebijakan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi 
dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD. 

b. terdapat ketidaksesuaian  sebagaimana hasil 
pengendalian dan evaluasi yang dimaksud 
dalam pasal 8; dan 

c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan 
sasaran Kecamatan Dayeuhkolot beserta 
target indikatornya, sebagaimana tertuang 
didalam Renstra Kecamatan Dayeuhkolot 
Tahun 2025-2029. 

(2) Perubahan Renja Kecamatan Dayeuhkolot 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 
perubahan yang terdiri dari : 
a. pagu anggaran program; 
b. kegiatan dan sub kegiatan; 
c. perubahan target indikator kinerja program; 

dan 
d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan 

pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja 
Kecamatan Dayeuhkolot tahun 2026. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
 

Pasal 10 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
perundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bandung. 
 

 Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 28 Juli 2025        
 

  
 BUPATI BANDUNG, 
  
  

 
  
 MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA 
 
Diundangkan di Soreang 

 

pada tanggal 28 Juli 2025          
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG, 

 

  
  
 

 
 

CAKRA AMIYANA  

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 237 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI 
NOMOR  237 TAHUN 2025 
TENTANG  RENCANA KERJA KECAMATAN 
DAYEUHKOLOT 
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 

 
 

RENCANA KERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG 
TAHUN 2026 

 
 

  



 

 

 

 

 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI 

NOMOR 237 TAHUN 2025 

TENTANG RENCANA KERJA 

KECAMATAN DAYEUHKOLOT 

TAHUN 2026 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undangundang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan 

RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, 

telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan 

sub kegiatan yang sudah ditentukan. 

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan 

masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. 

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan 

Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan 

Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan 

Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. 

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana 

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh 

Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka 

meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan, 

maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku 



 

 
 

kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi 

serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daera 

Rencana Kerja Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun 

2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten 

Bandung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, 

kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di 

Kabupaten Bandung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama 

kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.  

 

1.2. Landasan Hukum 

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Dokumen Rancangan 

RKPD tahun 2026 adalah sebagai berikut :: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  

7. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan; 

8. Peraturan Presiden Nomor 108/2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2023; 



 

 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan 

Fungsi  Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas 

Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem 

Informasi Pembangunan Daerah; 

15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; 



 

 
 

19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 

2022; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2007 Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 4); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2016 No 12); 

25. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah 

Kabupaten BandungTahun 2016 No 27); 

26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 No 7);  

27. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 

2005-2025; dan 

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 No 60). 

29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung; 



 

 
 

30. Peraturan Bupati Bandung No. 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2024; 

31. Keputusan Bupati Nomor 137.1/Kep. 615 KSOTDA/2019 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati 

kepada Camat Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 

137.1/Kep. 467- Tapem/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan 

Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat. 

1.3.        Maksud dan Tujuan 

Penyusunan  Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 

dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program 

dan kegiatan Kecamatan Dayeuhkolot pada tahun 2026. 

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 

Tahun 2026 adalah agar dokumen yang disusun dapat dijadikan acuan oleh 

Kecamatan Dayeuhkolot dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2026. 

 

1.4           Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)  Perangkat 

Daerah Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008  

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai dasar-dasar penyusunan RKPD, dimulai dari hal-hal 

yang melatarbelakangi penyusunan RKPD, dasar-dasar hukum penyusunan, 

hubungan antar dokumen perencanaan baik vertikal maupun horizontal, maksud 

dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD 

1.1.  Latar Belakang 

Berisi pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD 

Kabupaten Bandung tahun 2025, kedudukan RKPD Kabupaten Bandung 

tahun 2025 dalam perencanaan Kabupaten Bandung, keterkaitan antara 

dokumen RKPD Kabupaten Bandung dengan dokumen RPJMD, Renstra 

Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan 

proses penyusunan RAPBD. 



 

 
 

1.2.  Dasar Hukum Penyusunan 

Memaparkan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan RKPD Kabupaten Bandung tahun 2025, baik peraturan 

perundang-undangan di level nasional, Provinsi Jawa Barat maupun 

peraturan perundang- undangan di level internal Kabupaten Bandung.  

1.4.  Maksud dan Tujuan 

Menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD 

Kabupaten Bandung tahun 2025. 

1.5.  Sistematika Dokumen RKPD 

Menguraikan organisasi penyusunan dokumen RKPD Kabupaten 

Bandung Tahun 2025, pengaturan bab serta penjelasan mengenai garis 

besar tiap bab. 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan 

Dayeuhkolot tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-

1) 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan   

Dayeuhkolot 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan 

Dayeuhkolot 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Dayeuhkolot 

2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

3.3 Program Dan Kegiatan 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD 

BAB V PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

HASIL EVALUASI  RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

2.1 Hasil Evaluasi  Renja  Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan 

Dayeuhkolot 

 

Evaluasi Hasil Capaian Kinerja terhadap Rencana Kerja Tahun 2024 

dan Tahun berjalan (2025) didasarkan pada DPA Kecamatan Dayeuhkolot TA 

2024 dengan memperhatikan pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

Tahun 2024 dan evaluasi Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Utama Kecamatan Dayeuhkolot 

Kabupaten Bandung Tahun 2024 

 

 

(Sumber LKIP tahun 2024) 



 

 
 

 

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 

Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 

merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perkiraan capaian  Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Evaluasi tersebut dilakukan melalui 

penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program 

dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. 

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dayeuhkolot 

Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator 

kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil 

pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2024 

dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan 

Rencana Kerja (Renja)  Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2026 dapat dicapai 

dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Dayeuhkolot 

Tahun 2025-2029 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung 

Tahun 2026. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan  Rencana Kerja (Renja) 

Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut: 



 

 
 

Evaluasi Program Tahun 2024 

Anggaran belanja Tahun 2024 Kecamatan Dayeuhkolot sebesar   Rp. 

10.393.369.842,00 Dengan realisasi anggaran keselurahan sebesar Rp. 

9.556.675.696,00. atau capaian 91,95%  Terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 

Rp. 5.784.469.976,00, dengan realisasi sebesar   Rp. 5.182.624.110,00, capaian 

89,60% Belanja Barang dan Jasa  sebesar Rp. 4.073.126.586,00. dengan realisasi 

sebesar Rp. 4.073.126.586,00.  Atau capaian 94,61%. Untuk Belanja modal 

sebesar Rp. 303.712.050,00, realisasi sebesar Rp. 300.925.000,00,  capai  

99,08% 

     Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025 

Sedangkan untuk tahun anggaran 2025 dengan usulan sebesar Rp. 

10.024.055.805,00 menjadi Rp. 9.506.802.378,00 setelah adanya efisiensi 

anggaran sebesar Rp. 248.706.782,00 atau sebesar 2,76%. Untuk belanja 

pegawai sebesar Rp. 5.443.407.692,00 pagu anggaran belanja pegawai ada 

perubahan/pengurangan anggaran. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa 

yang semula sebesar Rp. 4.243.698.231,00  menjadi Rp. 4.051.051.586,00 dan 

belanja honorarium. Dan untuk belanja modal sebesar Rp. 12.343.100,00. 

Dan untuk realisasi anggaran keseluruhan sampai triwulan 1 sebesar Rp. 

1.748.067.356,00 atau baru mencapai 17%. Dengan rincian realisasi belanja 

pegawai sebesar Rp. 1.379.259.444,00. Atau baru mencapai 24%. Realisasi 

belanja barang dan jasa sebesar Rp. 368.807.912,00, dengan capaian baru 09%.  

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 202\6 pada dasarnya 

menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan 

oleh Kecamatan Dayeuhkolot selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 

2026. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program tahun lalu dan perkiraan 

tahun berjalan adalah sebagai berikut : (Terlampir Tabel T.C. 29)



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot 

Seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan kedua adalah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana hakekat penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, lebih tekankan untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Salah satu arah kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahtraaan 

masyarakat dalam mengimplementasikan UU 23/2014, tentang Pemerintah 

Daerah adalah bahwa pelayanan publik (public service) merupakan pelayanan 

dasar dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara yang 

urgent. Pada prakteknya penyediaan pelayanan publik dapat diselenggarakan 

dengan:  

1. mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada 

pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan 

saling menguntungkan. [pasal 363 ayat (1)];  

2. penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan:  

a. daerah lain;  

b) pihak ketiga; dan/atau  

c) lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan  

ketentuan peraturan perundang-undangan. [pasal 363, ayat (2)]. 

Sejalan dengan hal tersebut, Kecamatan Dayeuhkolot sebagai salah satu 

OPD yang terdekat dengan masyarakat memiliki peran srategis dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini kecamatan Dayeuhkolot 

diharapkan mampu menunjukkan eksistensinya sebagai ujung tombak 

pelayanan publik. Sebagaimana perubahan kedudukan kecamatan dari wilayah 

administratif pemerintahan menjadi wilayah kerja dari perangkat daerah, maka 

tugas pokok dan fungsi camat sebagai pimpinan organisasi kecamatan pun 

berubah dari kepala wilayah, yang memiliki kekuasaan sebagai penguasa 

tunggal di bidang pemerintahan berubah menjadi perangkat daerah yang 



 

 
 

bertugas memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat dalam wilayah 

kerja tertentu.  

Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung merupakan salah satu 

contoh kecamatan yang menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pelayanan 

masyarakat. Secara umum, dasar penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan 

Dayeuhkolot adalah Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang 

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat 

sebanyak 356 kewenangan meliputi aspek : Perijinan, Rekomendasi, 

Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi, Penyelenggaraan, Pengawasan, Penetapan, 

Pengumpulan data dan informasi. 

Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat 

adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan 

dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan 

akuntabilitas Camat. 

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD tidak berdasarkan 

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. 

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022,  yang 

mencapai 100% maka kinerja pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot dapat 

dikatakan baik, namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang belum 

berjalan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh : 

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur kecamatan, sehingga 

pelaksanaan tugas belum dapat dilaksanakan secara optimal. 

2. Masih terdapatnya pelaksanaan tugas pokok yang belum didukung dengan 

anggaran yang memadai. 

3. Belum optimalnya ketersediaan data sebagai bahan pembuat kebijakan, 

program dan kegiatan. 

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan 

Dayeuhkolot, maka peningkatan kinerja organisasi melalui perencanaan 

kegiatan tahunan secara sistematis dan terstruktur, menjadi hal yang mutlak 

dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang. (terlampir Tabel T.C 30 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan 

Dayeuhkolot 

Isu-isu penting merupakan permasalahan yang berkaitan dengan 

fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki 

dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, 

sehingga perlu diatasi secara bertahap, diantaranya : 

1. Jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi yang disebabkan oleh tingginya 

tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan. 

2. Belum optimalnya tingkat koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

antar pemangku kepentingan. 

3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik. 

4. Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan ditandai dengan 

meningkatnya pencemaran air dan udara serta masalah lainnya seperti 

banjir, tanah longsor. 

5. Kesadaran masyarakat yang semakin berkurang dalam pemanfaatan dan 

pemeliharaan infrastruktur. 

6. Kecenderungan pelanggaran terhadap tata ruang karena ketidakkonsistenan 

terhadap penegakan aturan. 

7. Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat 

belum diimbangi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur 

kecamatan, sarana dan prasarana kerja, sumber pembiayaan, dan standar 

dan operasional prosedur kerja yang jelas, sehingga pelaksanaan tugas 

belum dapat dilaksanakan secara optimal. 

8. Masih belum optimalnya tata hubungan kerja antara Kecamatan dengan 

Desa dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik tingkat Kabupaten maupun 

tingkat Kecamatan. 

9. Belum optimalnya ketersediaan data sebagai bahan pembuat kebijakan, 

program dan kegiatan. 

10. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Memperhatikan isu-isu tersebut diatas, maka dipastikan bahwa hal 

tersebut banyak memberikan pengaruh terhadap pencapaian kinerja Kecamatan 

Dayeuhkolot sehingga diperlukan konsistensi dalam melaksanakan rencana 

pencapaian kinerja Kecamatan Dayeuhkolot tahun 2025. 



 

 
 

 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD  

Rancangan awal RKPD tahun 2025 yang terdiri dari rancangan awal 

Rencana Kerja SKPD termasuk Kecamatan Dayeuhkolot disusun sebelum 

pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Dalam 

perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan 

disesuaikan dengan kebutuhan. (terlampir T.C. 31)



 

 
 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Dayeuhkolot 

merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa dan kelurahan yang merupakan 

forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa dan kelurahan untuk 

membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah 

di tingkat desa dan kelurahan. Hasil dari musrenbang desa dan kelurahan  akan 

diusulkan di tingkat Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan 

musrenbang desa dan kelurahan yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa 

dan kelurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat 

desa dan kelurahan. Sedangkan tujuan khususnya adalah :  

● Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan 

pembangunan yang menjadi wewenang Desa dan kelurahan yang 

menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD Desa dan kelurahan. 

● Prioritas kegiatan Desa dan kelurahan yang akan dilaksanakan oleh 

warga Desa dan kelurahan yang dibiayai melalui dana swadaya 

masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga di Desa setempat.  

● Prioritas kegiatan Desa dan kelurahan yang akan dilaksanakan Desa 

sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah  

● Prioritas kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui 

musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan 

dibiayai melalui APBD kota atau APBD propinsi.  

● Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan 

yang ada di Desanya di forum musrenbang kecamatan. Hasil 

Musrenbang RKP-Desa dari 5 (lima) desa dan 1 kelurahan di wilayah 

Kecamatan Dayeuhkolot tersebut kemudian dimusyawarahkan dalam 

Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, untuk selanjutnya hasil 

dari Musrenbang tersebut diusulkan pada Musrenbang RKPD tingkat 

Kabupaten 

 

 



 

 
 

BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk 

menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan 

sumberdaya yang dimiliki serta 

kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan 

dapat 

sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi 

Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standar 

penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran 

Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah. 

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang selaras dengan Tugas 

dan Fungsi Kecamatan adalah Prioritas Pembangunan Memperkuat Stabilitas 

Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dan Prioritas Pembangunan 

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam RKPD Tahun 2025 adalah Reformasi 

birokrasi integratif, inovatif dan dinamis dengan Kebijakan Kabupaten bandung 

dalam RKPD Tahun 2025 yang selaras dengan Tugas dan fungsi Kecamatan 

adalah Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem 

pelayanan publik, Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian 

pembangunan 

Peranan Kecamatan sangat Strategis, dalam mendukung dan Prioritas 

Pembangunan Nasional dan daerah Kabupaten Bandung serta Kebiajakan 

Pemerintaha kabupaten bandung  yaitu upaya mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas 

dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut : 

1. Mengoptimalkan Pelayanan publik dalam menunjang kebutuhan masyarakat 

terhadap pelayanan administrasi maupun dalam menunjang kegiatan 

pembangunan yang dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas 

kelembagaan; 

2. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam 

rangkamengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, Upaya 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan 

3. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka 

mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan  



 

 
 

4. penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan 

fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat 

kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta 

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan 

atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa; 

5. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi 

aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, 

penetapan,penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan; 

Yang akan menjadi telaahan dan acuan bagi Kecamatan Dayeuhkolot  yang 

meupakan bagian dari Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung, sebagai landasan 

kebijakannya adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Visi dan 

Misi disesuikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan itu sendiri. 

Dengan Visi “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih 

Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (Bedas) Maju, dan 

Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas’’ Kecamatan Dayeuhkolot harus 

berkontribusi terhadap tercapainya Visi tersebut dengan mengemban Tugas Misi 

No 3 “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah Dan pelayanan publik 

yang Partisipatis, Transparan dan Akuntabel” 

Tabel 6 
Faktor Penghambat dan Pendorong berdasarkan  

Sasaran Strategis Kecamatan Dayeuhkolot 

No. Sasaran Strategis 
Permasalahan Pelayanan 

Kecamatan 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Kualitas kinerja 
aparatur dan 

penyelenggaraan 

pelayanan publik 

Komponen manajemen 
kinerja yang baik belum 

optimal di 

implementasikan 

Keselarasan dokumen 
perencanaan internal 

secara teknis belum 

optimal 

Komitmen Camat Dayeuhkolot 
yang akan memperbaiki sistem 

perancanaan melalui Pengawasan 

dan pengendalian internal. 

Masa pakai asset semakin 

menurun dan bahkan 

terdapat asset dalam 
kondisi rusak berat, hal ini 

akan menghambat proses 

pelayanan publik 

Kondisi dan fungsi 

asset menurun tiap 
tahunnya (depresiasi 

asset) 

Dukungan penuh dari BKAD dalam 
melaksanakan rekonsiliasi Aset, 

serta kebijakan penghapusan aset 

bila masuk pada kategori Rusak 
Berat. 

2 

Kualitas pelayanan 

publik dan 
tatakelola 

pemerintahan 

Pelayanan kepada 

Masyarakat belum optimal 

Sarana / prasarana 
eksternal dalam 

pelayanan KTP eL 

belum optimal 

Dukungan penuh dari Dinas 
Dukcapil dalam menangani 

permasalaha teknis pelayanan KTP 

El 

Pelaksanaan sosialisasi 
program prioritas 

Kabupaten Bandung 

Pelaksanaan 
sosialisasi yang harus 

lebih optimal 

Dukungan penuh dari  seluruh 

perangkat daerah hingga tingkat 

kewilayahan, camat, kepala desa, 

lurah, RT/RW gencar sosialisasi, 

3 
Kualitas 

pemerintahan desa 

Masih ada  Desa yang 

belum menjalankan 

pengelolaan keuangan 
dengan baik sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Pengawasan kepada 

Desa dalam 
penggunaan anggaran 

yang efisien dan 

efektif perlu 
ditingkatkan 

Dukungan penuh dari Dinas PMD 

dan Inspektorat Kabupaten 

Bandung dalam melaksanakan 
fungsi pengawasan, pengendalian 

dan pembinaan Desa 

 

Kecamatan Dayeuhkolot sebagai bagian dari Perangkat Daerah di 

Kabupaten bandung dalam melaksanakan kebijakannya tidak terlepas dari Renstra 

dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan Sasaran RPJMD 

Kabupatenm Bandung Tahun 2021 – 2026 Meningkatnya kualitas e-goverment 



 

 
 

melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan arah Kebijakan Peningkatan kualitas 

dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik. 

Guna mensukseskan kebijakan sebagaimana dalam RPJMD , selain 

melaksanakan Kegiatan yang bersipat Atributif dan Delegatif sebagai pemegang 

mandatori Kewenangan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Kepada 

Camat,  selain membawa Misi No 4, Kecamatan Dayeuhkolot harus memberikan 

kontribusi terhadap capaian misi lainnya dengan melaksanakan kegiatan yang 

bersifat mendorong atau memfasilitasi, mengkoordinasikan aspek kewilayahan 

untuk mendukung Dinas/Instansi lain dalam menjalan Program Kegiatan di 

wsilayah Kecamatan Dayeuhkolot Fasilitasi dan Koordinasi terutama terhadap 

bidang Pendidikan, Kesehatan dan Program Pembangunan lainnya dengan tuijuan 

mendorong terhadap capaian IPM  Kecamatan Dayeuhkolot guna berkontribusi 

capaian IPM Kabupaten Bandung  Untuk mendukung terhadap Kinerja pelayanam 

Publik, Kecamatan dituntut untuk melakukan Inovasi diberbagai bidang terutama 

sesuai dengan tugas dan fungsinya agar layanan publik dapat berjalan secara 

efektif dan epesien. 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja  SKPD 

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun 

berdasarkan Rencana Stategis (Renstra)  Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2021-

2026, dimana Renstra Kecamatan Dayeuhkolot tersebut merupakan bagian dari 

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Adapun RPJMD Kabupaten 

Bandung tersebut disusun melalui kajian dan penelaahan terhadap RPJMN dan 

RPJMD Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja 

Kecamatan Dayeuhkolot bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, seperti 

RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Bandung 

2021-2026 serta RKPD Kabupaten Bandung 2025. 

2. Adapun prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi yang memiliki Keterkaitan 

dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung dan rencana kerja Kecamatan 

Dayeuhkolot adalah Reformasi birokrasi dan Tata Kelola, dimaksudkan untuk 

melakukan penatakelolaan pemerintahan yang lebih baik sehingga terwujudnya 

peningkatan pelayanan publik sebagaimana digambarkan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 Tentang Pedoman pelayanan 

administrasi terpadu kecamatan. 

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Dayeuhkolot, maka perlu 

dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional 



 

 
 

yang dituangkan dalam Rancangan Awak Renja Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 

2025, yaitu:  

1. Meningkatnya kapasitas, peran dan fungsi Kecamatan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan 

masyarakat serta berlandaskan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik; 

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaran pemerintahan kecamatan dan desa; 

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan terpeliharanya infrastruktur 

pelayanan umum dalam mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin 

dicapai adalah : 

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang semakin prima; 

2. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor yang memadai; 

3. Meningkatnya kualitas SDM aparatur dalam mendukung pelaksanaan 

pelayanan publik; 

4. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa; 

5. Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan; 

6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan 

tugas pemerintahan; 

7. Meningkatnya kualitas pemeliharaan sarana pelayanan umum; 

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dayeuhkolot 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 7 

Target Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Strategis  
Kecamatan Dayeuhkolot 

 

 

Program dan Kegiatan 

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dalam Pelaksaaan 

Kebijakan dan Program senantiasa memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten 

Bandung Tahun 2021 – 2026. 

Guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Peningkatan 



 

 
 

Kwalitas Pelayanan Publik, maka Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu 

pada permendagri 90 Tahun 2019 dan disusun berdasarkan pertimbangan bahwa 

program/kegiatan/Sub Kegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi 

yang diemban oleh Kecamatan Dayeuhkolot 

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung, 

Kecamatan Dayeuhkolot dalam perencanaan Tahun 2025 akan melaksanakan 

program secara efekltif dan efesien sebagai berikut: 

 

I. 

  PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA   

 1.  
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

  1. Penyusunan  Dokumen  Perencanaan  Perangkat Daerah 

  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  

  3. Koordinasi dan Penyusunan  Dokumen Perubahan RKA SKPD 

  4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

  

5. 

 

6. 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 

Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 

 

 2.  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  

  7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  

  8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

  9. 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

  9. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 

 3.  
Administrasi     Barang     Milik     Daerah     pada Perangkat 

Daerah 

  
10

. 

Rekonsiliasi  dan  Penyusunan  Laporan  Barang Milik Daerah pada 

SKPD 

 4.  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  

  
11

. 
Pengadaan    Pakaian    Dinas    beserta    Atribut Kelengkapannya 



 

 
 

  
12

. 
Monitoring,   Evaluasi,   dan   Penilaian   Kinerja Pegawai 

  
13

. 
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  

 5.  Administrasi Umum Perangkat Daerah  

  
14

. 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

  
15

. 
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  

  
16

. 
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  

  
17

. 
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  

  
18

. 
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  

  
19

. 
Fasilitasi Kunjungan Tamu  

  
20

. 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  

 6.  
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

PemerintahDaerah 

  
21

. 
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

  
22

. 
Pengadaan Mebel  

  
23

. 
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  

  
24

. 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

 7.  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  

  
25

. 
Penyediaan Jasa Surat Menyurat  

  
26

. 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  

  
27

. 
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  



 

 
 

 8.  
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

  
28

. 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

  
29

. 
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  

  
30

. 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

II.   
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK 

 9.  
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 

  
31

. 

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 

Terkait 

  
32

. 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 
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. 
 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di 

Kecamatan 

  
33

. 

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

 
11

. 
 

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan 

Umum 

  
34

. 

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Pelayanan Umum 

 
12

. 
 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada 

Camat 

  
35

. 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait  dengan kewenangan 

lain yang di limpahkan  

III.   
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN 

 
13

. 
 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  



 

 
 

  
36

. 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa 

  
37

. 

Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

 
14

. 
 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  

  
38

. 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 

  
39

. 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  

  
40

. 
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  

  
41

. 
Evaluasi Kelurahan  
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. 
 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 

  
42

. 
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan  

  
43

. 
Penyediaan   Sarana   dan   Prasarana   Lembaga Kemasyarakatan 

  
44

. 
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 

  
45

. 
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 

 
16

. 
 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan 

dan Kelurahan 

  
46

. 

Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui 

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek 

Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 

  
47

. 
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 

  
48

. 

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan RumahSehat 

dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan 

Rumah 



 

 
 

  
49

. 

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan 

dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang 

Berkualitas dan Berdaya Sain 

  
50

. 

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat 

Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat 

  
51

. 

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup 

Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan 

Ekonomi Lainnya 

  
52

. 

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas 

Kelestarian Lingkungan Hidup 

  
53

. 
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 

  
54

. 
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 

  
55

. 

Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam 

Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga 

Berkualitas 

IV

. 
  

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 
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. 
 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

  
56

. 

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 

  
57

. 

Harmonisasi  Hubungan  dengan  Tokoh  Agama dan Tokoh 

Masyarakat 
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. 
 

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah 

  
58

. 

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 

V.   
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM  
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. 
 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan 

Kepala Daerah 



 

 
 

  
59

. 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam 

rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian 

Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan 

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

  
60

. 

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, 

Konsultasi) Wawasan  Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 

  
61

. 
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa  

  
62

. 

Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, 

Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan 

Lokal, Regional, dan Nasional 

  
63

. 
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 

  
64

. 

Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan 

VI

. 
  

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA 
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. 
 

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

  
65

. 
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  

  
66

. 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa  dan Pendayagunaan Aset 

Desa 

  
67

. 
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 

  
68

. 
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  

  
69

. 

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa 

  
70

. 

Fasilitasi            Sinkronisasi            Perencanaan Pembangunan   

Daerah   dengan   Pembangunan 

Desa 

  
71

. 

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga 

Kemasyarakatan 

Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2025 dengan target 

capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Kecamatan Dayeuhkolot dalam 



 

 
 

melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 adalah 

merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot pada Tahun 2025 

yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan 

muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga Camat beserta Jajaran 

struktural sampai pada tingkat Staf. 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya 

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan 

fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah 

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan 

untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut 

kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 

dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.  

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025 

berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran 

pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.  

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana 

yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan 

kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) 

selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan 

Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).  

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat 

daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 

dan prakiraan maju Tahun 2026. 

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang 

dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian 

Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan. 

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan 

keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator 

kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan 

identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, 

memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau 

perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan 

evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan 

pertanggungjawaban.  



 

 
 

Sejalan dengan Visi Kecamatan Dayeuhkolot tahun 2021 – 2026 yaitu 

”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Bangkit, Edukatif, 

Dinamis, Agamis dan Sejahtera” maka program dan kegiatan yang direncanakan 

oleh Kecamatan Dayeuhkolot tahun 2025 terdiri dari: 

Tabel. 3.2 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

  

Perubahan Renja  Kecamatan Dayeuhkolot merupakan wujud dari 

tindak lanjut Rencana Strategis Kecamatan Dayeuhkolot yang memuat visi dan 

misi Kecamatan Dayeuhkolot dan disusun dengan berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025 – 

2029. 

Renja Kecamatan Dayeuhkolot tahun 2026, akan dijadikan sebagai 

pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan 

Dayeuhkolot tahun 2026  yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang 

dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari 

Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. 

Renja Kecamatan Dayeuhkolot tahun 2026 selain menjadi 

pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana 

peningkatan kinerja Kecamatan Dayeuhkolot. Sebagai bahan pelaksanaan 

kegiatan selama tahun 2026. 

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan 

yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan 

Dayeuhkolot. Perubahan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat 

diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa 

mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan 

Dayeuhkolot sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih 

baik dimasa mendatang. 

 

Dayeuhkolot,      Juni   2025 

CAMAT DAYEUHKOLOT 

 

TTD 

 

ASEP SURYADI 

 

BUPATI BANDUNG 

 

 

 

M.  DADANG SUPRIATNA 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


